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No Nama Variabel Alias Konsep Definisi Referensi Pemilihan Referensi Waktu Ukuran Tipe Data Tipe Data Klasifikasi Isian Aturan Validasi Kalimat Pertanyaan

Apakah Kolom 
(2) Dapat 

Diakses Umum?
Ya        -1
Tidak    -2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah -

Pegawai 
dengan 
Pendidikan 
SMA ke bawah

Pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah 
adalah Pegawai yang telah menempuh 
Pendidikan Minimal SMA atau dibawahnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Saat pengumpulan data Jumlah Orang Integer Harus terisi Berapakah Seluruh jumlah pegawai dengan 
pendidkan SMA ke bawah?

1

2 Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas -

Pegawai 
Menurut 
Pendidikan 
Tinggi Ketas

Pegawai Menurut Pendidikan Tinggi Ketas 
adalah Pegawai yang Pendidikan yang 
minimal memiliki ijasah D1 s/d S3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Saat pengumpulan data Jumlah Orang Integer - Harus terisi Berapakah Jumlah pegawai menurut 
pendidikan PT ke atas?

1

3 Organisasi Perangkat Daerah - Instansi 
Daerah

Perangkat daerah provinsi dan perangkat 
daerah kabupaten/kota yang meliputi 
sekretariat daerah, sekretariat dewan 
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan 
lembaga teknis daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Saat pengumpulan data Jumlah Orang Integer - Harus terisi Termasuk OPD manakah asal pegawai 
fungsional tersebut?

1

4 PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan - Pegawai 
Negeri Sipil

Warga negara Indonesia yang memenuhi 
yarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 
ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Saat pengumpulan data Jumlah Orang Integer - Harus terisi Berapakah Jumlah Pegawai Pemerintah 
diluar Guru dan Tenaga Kesehatan?

1

5 Pegawai Fungsional Teknis - Jabatan 
Fungsional

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Saat pengumpulan data Jumlah Orang Integer - Harus terisi
Berapakah Jumlah Pegawai Fungsional 
Tertentu (Tidak Termasuk JF Guru dan JF 
Kesehatan)?

1

6 Jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru 
dan tenaga kesehatan)

- Jabatan 
Fungsional

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Saat pengumpulan data Jumlah Orang Numerik - Harus terisi Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak 
termasuk guru dan tenaga kesehatan)

1

7
Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat 
kompetensi -

Kompetensi 
Aparatur Sipil 
Negara

Data/informasi mengenai riwayat 
pengembangan KomData/informasi 
mengenai riwayat pengembangan 
kompetensi yang pernah diikuti oleh Pegawai 
Negeri Sipil dan memiliki kesesuaian dalam 
pelaksanaan tugas jabatan.petensi yang 
pernah diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan 
memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan 
tugas jabatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Saat pengumpulan data Jumlah Orang Numerik - Harus terisi
Jumlah pegawai fungsional yang memiliki 
sertifikat kompetensi 1

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Natuna

Ranai, 09 September 2024
Mengetahui,

Muhamad Alim Sanjaya, S.I.P., M.P.P.
NIP. 197508222002121004

:Instansi                                   
:Unit Kerja Eselon I                  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna
-Nama Kegiatan

Penyelenggara
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)

: Unit Kerja Eselon II                 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna
:Unit Kerja Eselon III                Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kompilasi Data Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna

Badan Pusat Statistik

METADATA STATISTIK
VARIABEL

Keterangan Kegiatan Statistik
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